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PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2010
SRR ~ TENTANG PAJAK AIR TANAH

o DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EbA

; . BUPATI KARANGANYAR,

. Menimbang : a; . bahwa dengan telah dlberlakukannya Peraturan Daerah

| ' ' - Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang-
- Pajak Air Tanah, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih

- berdaya guna. dan berhasil guna maka perlu diatur
. petunjuk Pelaksanaannya

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dlatur dan dltetapkan

‘ dengan Peraturan Bupati.
!"‘ Mengfngat 1 Undan'g-l‘Jndang Nomor 13 Tahun 1958 tentang
‘ L ,'Pe}nbentukan ' Daerah-daerah Kabupaten
. , . Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; - o
': 2, “Undang-Undang-Nomior 6 Tahun 1983 tentang Ketentuar
.+ Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara-
_— "+ Republik Indohesia Tahun - 1983 Nomor 49, Tambahan
i : ‘ _ Lembaran Negara Republik Indonesna Nomor 3262),
sebagalmana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 28 * Tahun 2007 tentang
| Pnrubahan Ketlga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang . Ketentuan Umum -dan Tata Cara

dalam



" Perpajakan (Lémbéran Negaré Republik indonesia Tahun
2007 Nomor 85, 'I“ambahan Lembaran Negara Republik
;' . Indonesna Nomor: 4740)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
- Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan
‘ Lé'mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); ‘
Und'ang'-Undang "Nomor. 19 Tahun 1997 ientang
- Penagihan Pajék dengan Surat Paksaf(Lembaran .Negara
" Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
"Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaumana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
! Undang -Undang Nomor 19  Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19
Téliun 1997 tent?rig Penagih Pajak ‘dengan Surat Paksa
: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 2000
Nomor 129, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik
'ilndbnesia Nomor 3987); ! -
. Updang-Undan’Q Nomor 14 Tahun 2002 tentané |
. Péﬁqadnan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
_Tahun 2002 Nomor 27, . Tambahan Lembaran Negara
. Republik Indonesia Nomor 4189)
Undang Undang Nomor 7 Tahun. 2004 tentang Sumber
' Daya Air (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
‘. 2004° Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

" Indonesia Nomor 4377); o B
Undang-Undang Nomor 10 Tah‘un 2004 tentahg
" ;'_Pembentukan Peraturan Perundang undangan

. {Lembaran Negara Republik lndonesna .Tahun .2004
_:'Nomor ‘83, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
-'Indone5|a Nomor 4389); "

.- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

‘ Indonesm Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

. 'Negara Republrk lndonesna Nomor: 4437) sebaganmana



x'§.

. Menetapkan

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
',.'Undang Nomor 12 Tahun' 2008 ‘te‘ntang Perubahan =

'Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tertang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
- Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

10.

11,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun .20.09 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republilc Indonesia Nomor 5{549)3 :

P?eratﬁran Pemerintah. Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara | Pemerintah,
Pemenntahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

: Kabupateanota (Lembaran Negara Republlk lndones:a
“Tahun 2007 -Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoriesia Nomor 4737); .
Pératuran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran .Negara Republlk Indonesia Tahun

*+ 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik

: |ndoneSIa Normior 4859)

12.

F,‘e_ratqran Daerali Kabupaten Karanganyar Nomor 7

*. Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

1

Kewenangan Daerah "(Lembaran Daerah Kabupaten.
Karanganyar Tahun 2008 Nomor Ny

Peraturan Daefah™ Kabupaten Karanganyar\ Nomor 9

" Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN  BUPATI . TENTANG * PETUNJUK
"_-PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

: KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
| PAJAK AIR TANAH.



Pasal 1

3 ‘Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9

', Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran
1 Peraturan Bupati ini.

- Pasal2 , .
Foxmat bentuk dan isi Form Administrasi Pa}ak Alr Tanah sebagalmana
tersebut dalam Lamplran Il Peraturan Bupati ini.

‘Pasal 3
'Pel -aturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

'Agar setlap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan :

- Peraturan Bupati ini dengan. penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Kéranganyar
pada tan al —‘-L& Desranber 1010
L A"

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal |

NIP. 19540809 197903 1 003

'BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20l0 NOMOR 22



, . LAMPIRAN |
- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR ~
NOMOR L

R ..’TANGGAL. : 'L@Dm)ﬂbr oo

"' 'PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
: KARANGANYAR NOMOP 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

A KETENTUAN UMUM . .
Dal_am Peratura.n ini yang dimaksud dengan W
1. Daerahadéiah Kabupaten Karang'anyar - ‘ ,
2.,: Pemenntdh Daerah adalah Bupatl dan perangkat daerah sebagal
“unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupatl Karanganyar.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya’ disebut Pajak, adalah kontribusi Wajlb
kepada Daerah .yang teritang oleh orang pnbadl atau badan yang
bersifat memaksa berdasark"m Undang Undang, dengan tidak
mendapatkan - lmbalan secara’ langsung dan digunakan untuk
. keperluan daerah bagi sebesar—besarnya kemakmuran rakyat.

<2

Badan adalah ‘Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang mehputl perseroan . terbatas, perseroan komandlter
perseroan’ lainva, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
o Usaha Milik Daerah (BUMD;) dengan nama dan dalam bentuk apapun
' firma, kongsi, l\operasn dara. pensnun persekutuan perkumpulan
_ yayasan, crganisasi massa orgamsasn sosial politik, atau orgamsass
lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya terma;uk kontrak investasi

. kolektif dan bentuk usaha tetap. .

o)

..Pejabat yang dltunjuk yang selénjutnya disebut " Pejabat .adalah
: pejabat yang karena tugasnya dlberl kewenangan untuk menetapkan
- fnemungut dan fenerima pajak.

7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang.
N selanjutnya dlsebut DPPKAD adalah DmasPendapatan Pengelolaan
:" Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Satuan
' .' Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

8. Kas Daerah adalah Kas Pemermtah Kabupaten Karanganyar



9. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah
- kontribusi 'wajib';ke',pada, daerah atas pengambilan _dan/atau
. pemanfaatan air ténéh._ ' '

10. Air Tanah adalah air ya

ng terdapat dalam lapisan tanah atay batuan di
‘bawah permukaan tanah. ‘ . ,
11‘_: Subjek Pajak Aii Tanah yan‘g selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah

. Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Air Tanah |
12.Wajib Pajak Air Tanah yarng selanjutnyd disebut Wajib Pajak adalah
Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,
',yaAng mempun)'ieii hak dan ewajiban ber';')ajakan yang sesuai dengarj

, ketentuanbératu.ran pérundang-undangan perpajakan daerah.

13: Tahun Pajak a,dal’ah Ajangka waktu yéf\g lamanya 1 (satu) tahun
- kalerder, kecuali bila wajib paiak menggunakan tahun buku yang tidak
“sama dengén tahun kalender. B '

. 14.: Pajak yaﬁg terutang adalah Pajak yang :har-us dibayar pada suatu saat,

3

.'dalam masa Pajak, -dalam"'Tahqn Pajak atau Bagian Tahun pajak

‘sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan -
* daerah. ‘ : '

15.Pemungutan v'a'clalah suatu régngkai?n kegiatan mulai dari .

'penghimpunan data Objek dan Subjek “pajak, penentuan besarnya
., 'pajak yang'ter_u.tar)g sampai kegiatan p'ehagihan 'pajék kepada Wajib
,Péjaik serta pengawasan pehyétgfannya. . | .
16. Kartu Catatan Penggunaan “Air Tanah .yang selanjutnya disingkat .
KCPAT a_c'ialah kartu ’ya'ng' digu‘nakaﬁ untukll mencatat jumlah
" ‘penggunaan. air ‘anah ‘setiap’ bulan, yang dilakukan oleh DPPKAD
dengan dikéfahui oleh wajib pajak. - '

. 17.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjujnya disiﬁgkat SSPD, adalah

‘bukti ~pembayaran_. atau penyetoran yang teléhidilakukan' d,ehgan
- menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
‘Daerah melalui tempat pem‘bay‘érah‘ yang ditunjuk ¢leh Bl-.lpvaﬁ.

18,:S_qrat 'Ketet.apan:-_Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat’ SKPD

-adalah Su;a't Kétetapan Pajak 'ya'ng menentukan besarnya. jumlah
pokok pajak yang terutang. o | '

'19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang s:elanjutnya disingktatv

SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang ‘menentukan jumlah‘.



"‘kalebihan'némbayaran pajak karena jumiah kredit pajak lebih besar
- dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tndak terutang
20. Surat Tagihan Pajak Daerah. .yang se|anjutnya dlsmgkat STPD adalah

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau- sanksu admmnstratlf
f berupa bunga danlatau denda.

21} Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya dlsmgkat SKP adalah

- Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung
~dan/atau kekellruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
_peraturan: perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat
dalam Surat Pembentahuar Pa]ak Terutang, Su:.at Ketetapan Pajak
Daerah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Surat Ketetapan
,.Pajak Daerah Kurang Bayar TambahanSurat Ketetapan Pajak Daerah
',. Nlhll Surat }\etetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, eurat Taguhan Pajak

‘Daérah Surat -Keputusan Pembetulan atau’ .- Surat Keputusan
Keberatan. -

22.Surat Keputusan K@beratan yang selamutnya dlamgkat SKK adalah
ﬂSurat Keputusan Atas Keberatan terhadap Surat F’emberutahuan Pajak
Terutang Surat: Ketetapan Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak
'_Daerah Kurang: Bayar, Surat' Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

:Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, - Surat Ketetapan

.Pajak Daerah l.ebih Bayar atau terhadap pemotongan atau

. -_pemungutan oleh pll‘.ak ketiga yang dlajukan oleh Wajib Pajak. .

. 23 Putusan Banding adalah putusan Badan Perad:lan Pajak atas" bandmg'

terhadap Surat Keputu an Keberatan yang diajukan oleh Wajlb Pajak.
~ 24.Pembukuan adalah suatu proses pentatatan yang d:lakukan secara
"‘teratur untuk mengumpulkan data dan mforma3| keuangan meliputi
_harta, kewajivan, modal, penghasllan dan biaya, serta jumlah harga
. perolehan dan- penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan
t-menyusun Iaporan keuangan berupa neraca dan Iaporan laba rugl
pada setlap Tahun Pajak terscbut.

25. Pemenksaan adalah serangkalan keglatan menghlmpun dan mengolah
data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara Objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguii |
kepatuhan pemenuhan kewapba*\ perpajakan daerah dan/atau untuk



;i tUJuan lain’ dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
P perundang-undangan perpajakan ,
~ 26.Surat Pakoa adalah Surat perlntah membayar utang pajak dan biaya
C | penaglhan pajak

. B. PELAKSANA PAJAK
v r Y . ! )
! ) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9
i VTahun 2010 tentang Pajak Air Tanah diserahkan  dan menjadi _tanggung
_ ! Jawab }\epala DPPKAD dibantu oleh Tim Teknis terkait.

) . Tugas kewajiban dan wewenang Kepala DPPKAD dengan dlbantu
v -T|m Teknls terkait adalah :

~mengh|tung anal Perolehan Alr

-.renghitung Harga Dasar AiF; |

'~ menghitung Harga Air Baku:

.menetapkan Besarnya Faktér' Air '

i rnelaksanalfan pendataan lapangan objek pajak
-'melaksanakan admmlstraSI dan pendaftaran Pajak
menetapkan besarnya Pajak

[ SEEN TN NS N .é*""’?‘

~memungut, menagih dan menerima pembayaran Pajak sesuai dengan
peraturan pemndeng-undangan yang berlaku; ,

.,’*'nenenma atau menolak permohonan pengurangan keringanan dan
:pembebasan Pa;ak

.+ 10:memberikari Keputusan

terhacap keberatan Pa:jak atas Permohonan
C ‘Waijib Pajak;

11; membenkan Keputusan terhadap permohonan pengembahan kelebihan
pembayarar Pajak . i

12. melaksanakan ppmbetulan pembatalan pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksn admlmstrasu Pajak;
. 13.melaksanakan pemerlksaan pembukuan atau penoatatan
g 14 menyetorkan penenmaan Pajak ke Kas Daerah Kabupaten Karanganyar
i. 15, menyampaikan Iaporan pelaksanaan tugas sebagalmana dimaksud pada |
' angka 1 sampai dongan 14 setiap bulan kepada Bupatl




]

/C. TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK
i ' I I ‘ . . |

1 Tarif pajak "per'l.gambilan ;Air Tanéh ditetépkan ‘sebesar 20% (dua

puluh persen) dan besarnya pokok pajak dlhltung dari tarif pajak

. dikalikan dengan Nilai Perolehan Air (NPA), dmyatakan dengan rumus
- :Pokok Pajak AT = 20% x NPA :
. Nilai Perolehan A|r (NPA) besdrnya sama dengan volume air yang

diambil (VY. dlkallkan Harga Dasar Air (HDA) dlnyatakan dengan rumus
NPA=VxHDA. " :

-

. HDA dihitung dari perkallan Hanga Alr Baku (HAB) dengan Faktor Nilai
Air (FNA), dinyatakan dengan rumus : HDA = HAB x FNA

- Faktor Nilai Air Tanah . (FNA), besarnya _dltentukar\ dengan
' pertimbangan: - ' ’ '

a. Komponen Qumber daya Alam (KSA) dengan bobot 60% (enam

puluh prosen) ditentukan oleh :

. 1) Jenis sumber,Alr Tanah;
2) Lokasisumber Air Tariah;
3) Kualitas Air Tanah.

Ketiga faktor tersebut secara kuantitatif dnukur ‘dari parameter

indeks konservasn dengan bobot 3 (tiga) dan rasio penggunaan Air

Tanah terhadap sumber alr alternatlf terutama dari PDAM dengan
bobot 2'(dua).

b. Komponen Kompensasu (KK) dengan bobot 40% (empat puluh -

prosen) terdiri dari:

1) Komponen Kompensasi Pemullhan dikenakan bagi.semua jenis
.pengambdan Air Tanah berdasarkan besarnya | volume
pengambllan Air Tanah dalam -satu bulan, Semakm besar
volume pefigambilan Air Tanah akan semakin besar pula resiko
kerusakannya oleh karena itu besarnya kompensasi ]umlah

' pengambiian Alr Tanah dltentukan secara progresif sebagal
barikut; '

a). sid'100.m*
~ b). 101 s/d 500 m
c)..501 s/d 1.000 m* -
~ d). 1001 s/d 2.500 m®
€). 2.501 s/d 5000 m* -
A



f). Lebah dari 5000m ,
2) Komponen Kompensa31 Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah
\ . dlke!ompokkan menjadi 5 (lima) kelas yaitu;
. a). Kelas 1, peruntukan Sosial/non niaga meliputi : asrama,
lembaga pendidikan Swasta termlnal bus, pasar Real
A Estate dan kelompok usaha lain yang sejems
b). Kelas ll, peruntukan Nlaga Kecil meliputi : warung/rumah
makan,  kantor swasta rumah  sakit’ swasta, poliklinik,
laboratorium, pengmaoan/mes/apartemen mght club, bar,
pg—zntn, pijat, .salon,’ _servuce station bengkel, warung air,

'v(/aralaba kolam _renang, tempat, hiburan, usaha’

'pertanmnlpetemakanlkehutanan pergudangan perikanan,

tambak lapangan golf pasar tradlslonal dan kelompok
usaha lain yang sejenis;

c). Kelas IlI; peruntukan Niaga Besar mehputl hotel berbintang,

. motel, ' restoran, jalan tol, mall/pasaraya pelabuhan
| ' angkutan kereta apn dan kelompok- usaha lain yang sejenis;
d). Kelas tV, peruntukan lndustn ‘Kecil dan Menengah meliputi :

Industrl rumah tangga pabrik’ es, karosen perakitan, |

pﬂngepakan percetakan ‘pengecoran Iégam -furniture dan
kelompok usaha:lain yang sejenis; . 'j '

Ve).'Kelas Y, peruntukan Industrl Besar mellputl industri tekstil,
prmtlng, pengolahar;, garmen makanan mlnuman air dalam

'kemasan rokok, kertas peleburan beS| keramik, cat,

o ko.:metnk dan kelompok usaha Ialn yang' sejenls
. Untuk menentukan pengguna Air Tanah dalam kelas didasarkan

dari klasnﬁkas1 jenis usaha yang tertulis pada dokumen perijinan

usaha yang berlaku. .
5 Harga All‘ .Baku (HAB) dlhltung dan Nilai lnvestasu (NI) untuk

mendapatk"m Air Tanah dlbagl dengan kapasitas volume produksmya'

4 (Vk) atau dmyatakan dengan rumus

NI
HAB = —
Vk.

i

Harga Air Baku (HAB) merupakan rata-rata dari blaya eksploitasi dan
'operasmnal dan perawatan dan suatu titik pengambilan Air Tanah baik

A mewe
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dengan sumur dalam (bor) sumur dangkal (galc/pasak) dan mata air
| (penurapan) " ‘ : : :

Nilai harga’ alr baku dltentukan oleh besarnya biaya :investasi .
pengambllan _Air, .-Tanah dlbagr dengan kapaSitas produksi titik

pengambllan Air Tanah untuk Jjangka waktu umur teknls produksn titik
pengambllan Air Tanah yang dlhltung dari :

_a. .blaya pembuatan baik untuk. sumur bor sumur gah/pasak maupun

o bangunan pentirapan dari perpipaan mata air;

5.'-blaya operasnonal dan perawatan selama pengambnlan Alir. Tanah'

- ',dllakukan dengan asumsi umur teknis produktif (Ilfe time) rata-rata

-untuk sumur dalam (bor) 10 tahun, sumur dangkal (gah/pasak) 3

tahun dan mata air (penurapan) 7 tahun.

. Harga Dasar Atr fanah (HDA) diterapkan berdasarkan wnlayah dan
kelas peruntukan sebagalmana dimaksud angka 4 Peraturan Bupatl ;

ini ,yang selahjutnya dltetapkan dengan Keputusan Bupatl
. Besarnya pongambllan Air Tdnah diukur dengan menggunakan
meteran alr sesual ketentuan yang berlaku dihitung. :dari selisih

pembacaan metetan air bulan yang Ialu dengan pembacaan meteran
' pada bulan yang: berjalan/saat dicatat. -

.. Apabila meteran air rusak. dan. atauy. tidak berfungsi sebagalmana_
mestlnya atau belum terpasang meteran air, perhntungan volume Alr
Tanah dltentukan dan penghltungan di lapangan dengan mellbatkan '

tnstanS| teknis terkait. -

. Untuk penghntungan volume pemakaian ajr tanah tanpa\meteran
~ dilakukan dengan ketentuan sebagal berikut: |

‘ a. Penghitungan berdasarkan daya pompa '

1) Pompa Air Kekuatan 1 PK ~ . .

- _untuk pefmakaian 12 Jam/han : '

"= 100 Itmenit = 6000 It/ j Jam 72000 it/12 jam = 2160000 It/bulan
= 2160 'm*/ bulan

Untuk. pemakalan 24 jam/ hari

ST =100 |r/ menit = 6000 It/ jam = 144000/ 24-jam =/4320000 It/

.. “bulan= 4320 m%/.bulan”’ o
2) Pompa kekuatan2PK ' . o
Untuk pemakaian 12 jam / hari :

P o

SRR e i




.= 200 It/ memt =12 000 itj jam = 144000 I/ 12 jam = 4320000 It/
' bulan = 4320 m3/ bulan " ;

Untuk pemakalan 24 Jam/ harl
= 200 It/ menit = 12000 It/ jam = 288000 It40000/ bulan = 8640
m®/ butan -
3) Pompa kelfuatan'a PK-
Untuk pemakalan 12 jam/ hari

= 300 lt/ menit = 18000 lt/ jam = 216000 It/ 12 jam 6480 m /
bulan . . x '

i

Untul\ pemakauan 24 jam / hari : '.

= 300 ltl memt = 18000 It | Jam 432000 It/ 24 jam = 12960 m*¥
bulan ‘

. b. Penghltungan berdasarkan plpa

1) Pipa 1 Inchi = 1080'm¥ bulan :

2) Pipa 2 inchi = 2160 mY bulan

3) Pipa 3inchi=3240 m¥ bulan - . |

4) ‘Pipa 4 inchi =.4320 m¥ bulan ,
I..10 Kerusakan meteran 'atau " belum terpasangnya meteran  air
i sebagalmana dlmaksud angka- 8 apablla setelah ’% (tiga) bulan belum

dllakukan perbalkan atau penqgantlan atau pemasbngan pajak pada

i

dlkenakan sanksu sesuai peraturan yang berlaku

'11 Bupat‘ dapat menetapkan HDA tidak - berdasarkan tata cara

penghltungan diatas apabila:

‘ ,»; ' 2. Hasil penghltungan dirasa melebihi kemampuan wajar masyarakat;
- b. Kondisi rnasyarakat tidak - memungkinkan untuk dlterapkannya HDA
| sebagalmana dimaksud dlataa misalnya : '

- masa transisj perpmdahan kewenangan provmsn ke Kabupaten _
“* - Krisis ekonorhi dan lain sebagamya

- D. MASAPAJAK -

| M_aé.‘é pajak ditetapkan 1 (satu) bulan.

P et m o pare = o
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" bulan berlkutnya dstetapkan sebagarmana dlmal sud angka -8 dan




E PENETAPAN PAJAK

F.

1.

?-¢r'ﬁv

10’

-}‘D . e

Setiap Wajlb Pajak/Kuasanya ‘wajib menandatangam KCPAT setelah
petugas DPPKAD mencatat penggunaan anr tanah dengan je'as, benar,
dan lengkap;, dalam Daftar Induk Wajib. Pajak berdasarkan Nomor Urut
yanq dlgunakan sebagal Nomor Pokok Wajlb Pajak Dacrah atau

' dlsmgkat dengan NPWPD.,

KCPAT sebaga1mana dimaksud pada angka 1 disampaikan petugas
DPPKAD kepada- Kepala DPPKAD selambat-lambafmya 15 (lima belas)

“hari kerja selelah berakhlrnya masa pajak.

KCPAT sebagalmana dlmaksud pada angka 1 sekurang-kurangnya
memuat : ' '

4. Nama KGPA"

‘Nama Wajlb Pajak dan atau'Kuasanya

Alamat Waub Pajak; '

.- Jenis Usaha;, ‘

Jenis Peruntukan Air Tanéh; '

Lokasi’Air'Ta,nah; |

Jumiah Pémakaian Air Tanah o

Bulan' Pemakaian Air Tanah | -f' s

Berdasarkan KCPAT sebagalmana angka 1 Kepala DPPKAD atas

nama Bupatl menetapkan Pajak terhutang dengan menerbltkan SKPD
atau dokumen lain yang dlpersamakan

-

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

~

1. Pajak terutang harus sudah dllunaSI selambat-lambatnya pada tanggal

. 15 (lima belas) bulan berlkutnya darl masa. Pajak yang terutang.

. 'SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Bandlng.

‘yang menyebaokan juralah. Pajak yang harus dlbayar bertambah harus

dilunasi dalam Jangka waktu palmg Iama 1 (satu) bulan sejak tanggal
.diterbitkan.’

. Pajak yang. terutang dsbayar dl Tempat Pembayaran Pajak dengan

'SSPD.

4, Tempat pembayaran Pajak sebagalmana dlmak3ud angka 3 dapat

dllakukan melalw Bendahara Penerlmaan DPPKAD atau dapat bekerja



‘sama dengan Bank yang dltunjuk yang dltuangkan dalam perjanjian
.kerjasama . ' '

o

. 5. ’Perjanjlan kerjasama sebagaumana dlmaksud anqka 4 dllaksanakan

.oleh Kepala DPP}\AD

_ 6. ‘Bendahara Penerimaan DPPKAD memmdahbukukan ke Kas Daerah

'dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam
7. 'Bendahara Penerimaan DPPKAD apablla terlambat dalam

.memmdahbukukan dikenakan sanksi sesuau denqan ketentuan yang
berlake.

G SISTEM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

o
I

Sistem dan Tata Cara Pemungutan Pajak mencakup seluruh

' ,* rangkaian  proses - vang harus dllakukan dalam menerima, -
PN | .

5 mempersuapkan fungsi yang dibutuhkan, mehputl

oy

menatausahakan, dan melaporkan penerlmaan Pa]ak

Untuk melakeanakan sistem dan tata cara pemunqutan Pajak,
Samuan Kerja - Pengelola Keuangan- Daerah .,(DPPKAD)‘ harus
! 1. fungsi pelayanan bertugas melakukan mteraxsn dengan wajib pajak

dalam tahapan&tahapan pemunqutan Pajak seperti  dalam proses
. penelitian SSPD dan proses pengurangan Pajak

2. fungsn data dan mfr)fmasu bertugas untuk mengelola database terkalt
' objek pajak.

3. fungsi pembukuan dan pelaporan oertugas untuk menynapkan Laporan

Raallsam Penerimaan Pajak bardasarkan data dan laporan dari pihak-
pxhak lain yang dltunjuk

4, fungsu penagihan.

a. Pendaftaran Objek Pajak

Pendaftaran Objek Pajalc merupakan proses pengajuan
pembuatan NPWPD sebagai dokumen legal penerimaan onjek Pajak
yang dilakukan oleh Wajlb Pajak kepada DPPKAD dengan cara
memenksa ke‘benaran dan kelengkapan dokumen terkait Objek Pajak.
Langkah- -langkah Teknis :

e Wajlb Pajak (selaku pemilik” objek Pajak) menylapkan dokumen
pendukung terkalt objek Pajak T



2. Dokur'ner).sebagaimana dimaksud angké 1 me‘rupakan pehd'ukung
~ yang mer':yatékan bahwa Wajib Pajak: sébagai pemilik ohjek Pajak.
3. Dokumen :se'bagaimana dimaksud angka 2 dapat berupa surat
perijinar: yanc; ‘terkait objek Pajak dan Iasnnya
A, Wajlb Pajak kemudlan mengajukan permohonan pengurusan objek
" Pajak kepada DPPKAD. '

DFPPKAD sebagalmana dimaksud angkd 4 menerima permohonan

- R

pengurusan NPWPD dan dokumen- pendukung objek Pajak dari
' .' Waljib Palak, dan selanjutnya DPPKAD memeriksa kelengkapan
. dokumen pendukung yang diterima.

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak
terpenuhi, maka DPPKAD. menghltung penggunaan Air Tanah

.". _ berdasarkan KCPAT yang telah dltandatangam oleh Wajib Pajak
~ atau kuasanya.

e R

7. setelah dlperoleh data penqgunaan Air Tanah DPPKAD menghitung
~ nilai Paja»\ dengan SKPD. . ,
8. berdasarkan SKPD tersebut .diatas Wajlb Pa‘ak atau kuasanya |

" membayar kewajlbannya dengan SSPD

9 .SSPD terdm ataq 4 (empat) lembar, dengan perincian sebagai

berikut : - : ‘
o a. Lembari: Untuk Wajib Pajak..
o, l-.em't}ar2:- Untuk Fungsi Pelé-iyanan  sebagai lampiran
.. permohonan penelitién SSPD. |

e Lembar3: Untuk Bank yadg  Ditinjuk/  Bendahara

_ . " - Penerimaan seb.agai“_afrsip. “ |

‘o d. Lembar4: Untuk Bank yané Ditt.’injgk/' Bendahara
- S Penerimaan sébagéii laporan kepada Fungsi

- Pembukuan/Pelapcran '

" b. Pembayaran

Pembayaran Pajak oleh waijib - pajak merupakan proses'
pembaya.an -yang dilakukan Wa]lb Pajak: atas objek Pajak terutang
. melalui. Bank yang Dctunjukl Beridahara Penenma .

-
!

‘A
t



Wajlb Pa;ak dapat memilih untuk melakukan pembayaran

dengan melakukan penyetoran ke rekenlng kas daerah melalui Bank

yang Ditunjuk _atau secara tunai melalui Bendahara l?enerlma
Pihak Terkait-

1.

Wajib Pajak merupakan plhak yang memlhkl kewajlban membayar
Pajak terutang atas objek Fajak. .
DPPKAD merupaxa'\ pihak yang menylapkan SSPD sebagal dasar .
bagi Wajib Pajak dalam membayar Pajak terutang dan membantu
melakukan perhltungannya _ ‘
Bank yang D;tunjuk/ Bendahara Penerifna, merupakan pihak yang
menerlma pembayaran Pajak terutang dan Waijib Pajak.
Bank yang D:tunjuk/ Bendahara Penenma sebagaimana dimaksud
angka 3 berwenang untulc:
a. _menenma permbayaran Pajak terute.ng dari Wajib Pajak;

. memeriksa kelengkapan pengisian SSPD;

. mengembahkan SSPD yang pengnsuannya tidak lengkapl kurang,

b
c
d. menandatangam SSPD yang telah Iengkap peng|S|annya dan
e. mengarsup 'SSPD lembar 3

Langkah-langkah tknis -

p

P

B4 AR

. berdasarkan Tata Cara sebe!umnya Wapb Pajak akan menerima
SSPD yang telah diisi. '

SSFD sebagalmana dimaksud angka 1, meruoakan surat yang oleh

Wajib P.ajak_, digunakan untuk melakukan pembayaran atau

penyetoran bajak yang -teritang }_(s Kas Daerah atau tempat lain

 yang ditet tapkan oleh Bupati. . :
- Waijib - Pajak menyerahkan SSPD kepada Bank yang Ditunjuk/

Bendahara Penenma

Pada saat yang bersamaan, ‘Wajib F’ajak sebagalmana dimaksud

~ angka 4, membayarkan Pa;ak terutang melalun Bank yang Dntunjuk/

Bendahara Penerlma

Bank yang Dntumuk/ Bendahara Penenma menerima’ SSPD dan
uang pemb'xyaran Pajak terutang dari. Waj|b Pajak.

‘Bank yang Dit unjuleendahara Penenrpa sebagaimara dimaksud

angka 6, memeriksa kelengkapan pgngiéian ESPD dan kesesuaian



besaran nllal Pajak terutang dengan uang pembayaran yang

dlterlma dari Wapb Pajak.

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerima menandatangani SSPD,

- selanjutnya lembar ke 1 dlserahkan l\epada Wajlb Pajak, lembar ke
2 dan ke 4 diserahkan kepada DPPKAD lembar ke 3 ,untuk arsip
" Bank yang. Dltunjuk/Bendahara Penenma

Wajib Pajak menerima SSPD Iembar ke 1, dari Bank yang Dltunjuk/

" Bendahara Penerima.

. c. Penclitian $SPD

dokumen dan. kebenaran data terkajt objek pajak y

Penelman SSPD merupakan proses venf kasi kelengkapan

ang tercantum dalam

SSPD yang dllakukan oleh Fungsi Pelayanan di' DPPKAD setelah
Wa;ub Pajak melakukan pembayaran Pajak" terutang dengan
menggunakan SSPD melalui Bank yang dltunjuk/ Bendahara Penerima. .

Pnhak Terkalt

1
.

-

Fungsi Pelayanan memeriksa kebenaran mformasn terkait objek -

pajak yang tercantum dalam SSPD

Fungsi Pelayanan sebagalmana dlmaksud angka 1, berwenang dan |
bertugas untuk : '

. -a. meminta -data. terkait objek pajak kepadc Fungs: Data dan

Informasu

b. memenksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait
objek pajak yang tercantum dalam SSPD dan

Fungst Data dan Informasn di DPPKAD; menylmpan database objek
pajak Pajak

. Fungsi data’ dan informasi sebagalmana dlmaksud angka 3,

menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsl Pelayanan.
Fungsn Data dan Informasu sebagalmana dlmaksud rangka 4

.berwenang dan bertugas untuk:

a. mengelola database objek Pajak; dan

b menyedlakan data cbjek pajak atas permmtaan dar;
Pelayanan i

Fungsi



Lanqkah Ianqkah tekms

1.

Wajib Pajak sefakl pemlllk objek Pajak me,nylapkan dokumen .
pendukung yang dibutuhkan unituk penelman SSPD Dokumen
pendukung terdm atas: o :

a. SSPD dlsertal Bukti Penierimaan Daerah (BF‘D)

b. Fotokopi- |d-nt|tas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda
‘Penduduk/ Surat Izin Mengemudi/ Paspor)

Surat Kuasa darl Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

" Fotokopi |dent|tas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dlkuasakan)
Fotokopl Kartu NPWPD;

= 0o a 0

Surat Ketprangaw dari Kepala. Desa/Lurah yang dlketahm oleh
Camat, d_lmana objek Pajal tersebut terletak;

g.. Doku}hen-dokumen lain yang diperlﬁkan

Fungsi Pelayanan di DPPKAD menenma Formulir Permohonan
Penelltlan S3PD (lembar 2) dan dokumen pendukuno lainnya dari
Wiajib Pa]ak '

Fungsi Pelayanan di- DPPKAD sebagaimana dimaksud angka 2,
selanjutnya mengajukan permlntaan .data terkait objek pajak

berdasarkan Formulir Permohonan Pen.elman SSPD yang diterima.

~ Pengajuan permintaan data sebagaihana dimaksud angka 3

dilakukan dengan mengisi dan menyampalkan Formulir Pengajuan

"Data 1 l\epada Fungsi Pengolahan Data .dan Informasi.

Fungsu Pengolahan Data dan InformaS| di DPPKAO menerima

Formulir Penga]uan Data 1 dan Fungsn Pelayanan di DFPKAD.

Fungsi Pengolahan Data dan Informasn di DPPKAD ~,ebagalmana

~ dimaksud angka 5 menank data yang dlbutuhkan dari sistem

database ob]ek pajak; dan Q.elanjutnya Fungsi Pengolahan Data dan

lnformasn mencantumkan mformasn objek pajak pada Formauilir
Penga]u«m Data 2. c : '

. Fungsn Pengolahan Data dan lnforma$i di DPPKAD menyerahkan ‘

kembali data Formuhr Penga]uan Data 2 kepada Funge.l Pelayanan

di DPPKAD.

. Fungsn Pelayanan di DPPKAD menerlma Formuhr Pengajuan Data 2
yang telah dusn data objek pajak dati Fungsu Pengolahan Data dan

Infonnasi dan selanjutnya FUI'\QSI Pelaygnan di DPPKAD



memeriksa‘ kebenaran dai‘a'. yang té?réantum-‘dalam ‘'SSPD- dan
dokumen pendukung SSPD berdabarkan data objek pajak dari
L Fungsx Pengolahan Data dan Informasi. * '
9. Daiam kondnsn tertentu, DPPKAD berhak me\akukan penelitian
lapangan’ untuk mengecek kebenaran data secara riil.
10 Mekanisme dan tata cara, penelltlan lapangan sebagaimana
" dimaksud arigke 9 diatur Ieblh.lan]ut oleh. Kepala DPPKAD.
11.setelah Qemua kebenaran‘info'rmasi objek pajak dalam SSPD dan
| , kelenéka’p-an dokumen pendukung - terpené.ihi ‘maka Fungsi

Pelayanan melakukan penghltungan kembah sesuai dengan
" ketentuan yang berlaku. :

. Pelaporan Pajak

Pelaporan Pajdk merupakan proses 'yang dllakukan oleh Bank .
_yang d|tunjukl Bendahara Penerima dalam: melaporkan penerrmaan
pembayaran. Pajak dari Wajlb Pajak rnehputl proses pelaporan yang
‘dllakukan DPPKAD atas seﬂap NPWPD ‘dan mellbatkan Bank yang
idltun]uk atas' penerimaan pembayaran Pajak dau Wajib Pajak yang
melalui mekanlsme penyetoran ke rekenmg penerlmaan Kas Daerah.

Plhak Terka\t

1 Bank yang dltunjuk merupakan plhak yang menenma pembayaran -

Pajak dari Wajlb Pajak melaluu mekamsme penyetoran ke rekemng
penerimaan kas daerah. '

~

.2. Bank sebaganmana dlmaksud argka 1. berwenang dan bertugas
- untuk:
. a. menefima pembayaran Pajak dari Wajlb Pajak

;' . b. menerbitkan dan menyampalkan Nota Kredit kepada Bendahara

Penerirna atas setiap pembayaran Pajak melalun rekening
penerimaan kas daerah; dan ‘

C. menylapkon Reglster SSPD
3. Bendahara Penerima, merupakan pejabat fungsuonal yang dxtunjuk
untuk menerima, menylmpan menyetorkan menatausahakan, dan

mempertanggung;awabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
) pelaksanaan APBD pada DPPKAD



4. Bendahara F’eherfma sebagaimana dirhaksud angka 3 berwenang
~ dan bertugas untuk :
a. menerima pem-bayaran‘ Pajak dari Wajib Pajak melalui
mekanisme'penyétoran tunai, |
b. menerima Nota Kredit 'dari Bank 'yang ditunjuk atas setiap
pembayaran Pajak dari Wajib ‘Pajak melalui mekanisme
penyeforan ke rekening penerimaan kas daerah: |
6. men'ei‘ima‘RegiSter SSPD dari ‘Bank yang ditunjuk atas
pembayaran Pa;ak dan Wajib Pajak melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;
: ‘rwenylapkan Register SSPD atas pembayaran Pajak dari Waijib
' Pajak yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerima;
e. mencatat penerimaan Pajak da[am Buku Penerimaan dan
Penyetoran; |
f me‘hg./ia'pkan Register STS; dan
Cog. mendaoatkan SSPD lembar 3 dan Bank yang ditunjuk/ Wajib

“ Pzjak. :

4. Fungsi Pembukuan dan Pe! aporan di DPPKAD merupakan pihak -
yang bertugas untuk  menyiapkan . Laporan Realisasi PAD
berdasarkan dokumen dokumen yang diterima dari Bank yang
ditunjuk/ Bendahara Penerima.

5.

Petugas yang melaksanakan Fungsi Pembukuan dan Pelaporan
sebagannana dimaksud angka 5 berwenang dan bertugas untuk :

a. menenma SSPD lembar 4 dari Bank/: Bendahara Penenma

b. menerirna Register SSPD dari Bendahara Penerima;

c. menerima Register STS dari Bendahara Penerima:

d.menenma Buku Penerimaan dan Penyetoran dari Bendahara

Penerlma dan

e. menwapkan Laporan Reallisasi PAD.

Langkah-Langkah Teknis

a. Pelaporan Pajak vang diterirna melalui Bank yar: g Ditunjuk

1. berdasarkan Tata Cara sebelumnya Eank yang Ditunjuk

' mengarsm SSPD lembar -3 dan- SSPD Lembar 4 atas setiap




penenmaan pembayaran Pajak dan Wajlb Pajak yang melalui

. mekanlsm° penyetoran ke rekemng penenmaan Kas Daerah.

berdasarkan SSPD lembar 3 dan |embar 4,'Bank yang ditunjuk
menerbitkan Nota Kredlt dan membuat Peglster SSPD atas
setlap penerimaan pembayaran Pajak dari’ Wajib Pajak. Bank
yang dntunjuk mengarsip SSPD lembar 3.

Bank yang ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke .

Bendahara Penerima atas setiap penerimaan pembayaran
Pajak melaluu rekening penerlmaan Kas Daerah

. Bendahara Penerima menerima Nota Kredlt dari Bank yang

dltumuk ‘Bendahara Pénerima kemudlan n\@ncatat penerimaan
Pajak ke Buku Penenmaan dan Penyetoran Bendahara

Penerma juga mencatat penenmaan Pajak ke dalam Register

- §TS.

Bank yang ditunjuk secara perlodlk menyampalkan Register

SSPD yang dllamplrl dengan SSPD Iernbar 4 ke Fungsi

Pembukuan dan Pelaporan

. ‘Fungsi Pembukuan dan Pelaporén'menerirha Register SSPD

yang dilampiri dengan SSPD lembar 4.

): Pelaporan Pa;ak yang diterima melalui Bendahara Penerima_

1

. berdasarkdn Tata Cara sebelumnya Bendahara Penerima
mengarsnp SSPD lembar 3 dan‘embar 4 atas setiap penerimaan
" pembayaran Pa]ak darn Wajlb PaJak secara. tunai melalui

Bendahara Penenma

~

berdasarkan SSPD Iefnbar 3 dan lembar 4, Bendahara

penerima mencatat penerimaan Pajak dalam Buku Penerimaan
dan. Penye’toran

. Bendahara Penernma sebagalmana dimaksud. anoka 2 juga

mencatat SSPD ke dalam Reglster SSPD.

Bendahara Penerima . ‘ sebagalmana dlmaksud angka 2
mengarsup SSPD lembar i : : .

secara penodlk Bendahara Penenma menyampaikan Register
SSPD yang dilampiri dengan 'SSPD lembar 4, Buku Penerimaan

. dan Penyetoran beserta Reglster sTS kepada Fungsi

Pembukuan dan Pelaporan.



6. Fungsr Pémbukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD

yang dllampln dengan SSPD lembar 4, Buku Penerimaan dan
Penyetoran beserta Register STb

-c. Pelaporan Realisasi PAD -

1. Fungsi Pembukuan dan’ Peiaporaﬁ menerima dokumen berupa
Reglster SSPD, SSPD ' lembar ‘4, Buku Penerimaan dan
Penyetoran Register STS, dan Laporan Penerbitan Pajak. -

2. berdasarkan dokumen-dol\umen sebagalmana dimaksud angka

I ; 1 Fungsl Pembukuan dan Pe!aporan menyusun Laporan

. b Reahsasn PAD

, e._.Peraagihan‘ Pajak _ '
. _ . Penetaban STPD me‘rilpékan pro‘é‘es yang dilakukan Fungsi
I_ . 'Pelayanan dalam menetapkan taglhan Pajak terutang yang
' .’dlsebabkan karena Pajak terutang menurut SSPD tidak/kurang
'dibayar, wapb pajak dlkenakan sanksn admmlstratlf berupa bunga
" dan/-atau denda. ' :
| Penetapan Surat Teguran merupakan proses 'yang dilakukan

-Fungsi Pelayanan dalam menmdaklanjutl V\o'ajlb ‘Pajak yang belum
X vmelunam Pajak terutang hmgga pada saat. Jatuh tempo

o :Pthak Terkalt

. Wajib Pajak merupakan pihak yang. memlllkl kewajnban membayar
Pa'ak terutanq berdasarkan STPD.
2. Wajib Pa]ak sebagalmana dlmaksud angka 1 dapat menerima

~Surat Teguran apabila pada saat jatuh tempo belum melunasu Pajak
" terutang,

)
e

3. Fungsu Pelayanan merupakan plhak yang berwenang dan bertugas

. untuk :
" a. mei‘nenksa SSPD
b. n%‘e’x'i“‘rbuman STPD .

Langkah-langkah Teknls
Cy ‘a. P.enetapqn .ST.PD

1
+

1. berdasa'rkan _Tata Cara pembayaran Pajak sebelumnya 3

Fungsn Penagnhan menerima fotocopl Iembar .2 dari fungsi
pelayanan yang telah- c.lbayarkan oleh Wajlb Pa]ak

GGt by




Qs T ]
e

2. Funigsi- Penagihan sebagaiméﬁa dlmaksud angka 1,
memeriksa setiap SSPD terutang yang hdaklkurang dlbayar

wajib pajak dikenakar: sanks: admlnlstratlf berupa bunga dan/
atau'denda. '

| 3. terhadap SoPD terutang yang tld‘ak/kurang dibayar, dan kena

-bunga/dendd Fungsi Penagihan menerbntkan Daftar SSPD
Pajak yang udaklkurang dlbayar Wa]lb pajak dikenakan sanksi
administratif berupa bunga dan/ atau denda

4. Fungsi Penaglhan sebagaimana dimaksud angka 3 mengarsip

.daftar tersebut

5. Fungsi. Penagihan ménerbitkari -8TPD berdasarkan Daftar
. SSPD yang tldak/kurang dibayar Wajlb pajak dlkenakan sanksi
admlmstratlf berupa bunga dan/ atau denda

6. Fungsn Penaglhan mengarsnp fotocopl STPD lembar 2.

7. Fungsn Penaglhan mengmmkan STPD (lembar) kepada Waijib

Pa;ak

8. Fungsi Penag‘han merhaerbaharui Daftar STPD atas setiap

STPD yang telah dikirimkan kepada: Wajib Pajdk
9. Waij Pajak menerima STPD dan membayarkan Pajak terutang
sesuau dengan Tata (‘ara pembayaran Pajak.

' Penérbitan Surai Tequran

1

‘berdasarkan - Tata Cara penetapan STPD Fungsi Penagihan
menyimpan daftar STPD

~

. Dengan menggunakan daftar STPD sebagalmana dnmaksud angka

1, Fungsi Penaglhan memantau surat ketetapan Paja« yang akan -

mendekati jatuh tempo

. selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Fungsi Penagihan

. menghubungs dan melakukan pendekatan persuasif kepada Waijib

Pajak agar melunasu Pajak yang mamh ierutang

Pendekatan persuasif sebagaimana dumaksud angka 3, mehputi
a. Menghubungn wajib pa;ak melalui telepon

b. Mengmmkan Surat Pemberltahuan dan Hlmbauaﬁ

setelah 7 (tu;uh) hari sejak Jatum tempo atas. penmntaan .

~penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh



Wajlb Pajak yang dlsetu1u1 maka Fungsu Penaglhan terus
Vmelakukan pendekatan persua3|f kepada Waijib Pajak agar
~ melunasi Pajak yang masih terutang. . _ ‘
: 6. setelah'7. -(tu;uh) hari sejak jatuh tempo atas "permintaan
o ‘ penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh
" - Wajib  Pajak yang tndak dlsetu;w maka Fungsn Penagihan
menerbrtkan Surat Teguran (rangkap 2‘)'7
7. fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguyran (Ierﬁbar 2).

‘8. fungsi Penaglhan mengmmkan Surat Teguran (lembar 1) kepada
© . Waijib Pajak.-

9. Wajlb Pajak menerima Surat Teguran.
10.Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar éurat Teguran -atas
. setiap %rat Teguran yang dikirimkan kepada Wajlb Pajak
f 11.Setelah proces penerbitan ‘Surat Teguran sebagalmana dimaksud

angka 10 Bupatl menetapkan mengenal Tata Cara penerbitan
berupa: ' o
a. Sura't Paksa atas Surat Teguran yaﬁg telah 'j'atuh tempo; -
b. Surat Penyltaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;
‘c. Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan .
surat ketetapan Pajak oleh Waijib Pajak -
d. _Surat Keputusan Keberatan atas pengaju,.-m keberatan surat
ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak; . ‘ .
. e Surat Keputusan - Bandmg atas ._pe'ngaju‘}an banding surat
~ ketetapan Pajak oleh Waijib Pajak; . ' ‘

.~

H. TATA CARA PEMBERIAN PENGURA'\IGAN PAJAK

o 10 Atas permohonan Wajlb Pajak, dapat dlberlkan pengurangan Pajak
~ .dalam- hal digunakan untuk kepentmgan sosual atau pendldlkan yang
semata-mata tidak untuk mencari keuntungan yaltu kepada

‘ .2 panti- asuhan panti Jompo rumah yatlm puatu dan sejemsnya

B _- . - sebesar 75% (tu;uh puluh llma persen): dan pajak yang terutang

o b sekolah yang udak dntuyukan mencari keuntungan dan sejenlsnya.

W -_ h ‘sebesar 50% (llma puluh persen) dari pajak yang terutang



Apabila dalam waktu, éebagéimana dimak’éud angka 5 telah lewat dan
" Kepala DPPKAD tidak memberikan suatu keputusan permohonan

pengurangan Pajak yang dn}ukan dlanggap dlkabulkan serta Kepala

- DPPKAD - ‘harus  menerbitkan keputusan atas permohonan

:angurangan Pajak yang dlajukan Wajlb Pa]ak yang isinya
- mengabulkan permohonan

Plhak Terkait -

1. Wajib Pajak merupakan plhak yang menga}ukan permohonan
’ pengurangan atas Pajak - terutang menurut surat ketetapan Pajak
- yang telah dlterbltkan sebelumnya

. -Fungsi Pelayanan merupakan pihak yang berwenang dan bertugas
s untuk ' '

“~

- a. menenma menelaah dan memerlksa permohonan pengajuan
_pengurangan Pajak o ' ,

'b. menerbitkari Tanda Terima Pengajuan Ié’engurés'ngén Pajak .

C. mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungs1 Pengolahan
Data dan lnformasu '

+d. menerbitkan Berita Acara Pemenksaan dan

€. menerbltkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan Pajak atau '
Surat Keputuaan Penouranqan Rajak. .

3. Fungsi Pengolahan' Data dan Informasi, merupakan pihak yang
| berwénang'dan bertugas untuk : ,
.. a. menyimpan dan mengelola database ierkait objek pajak, dan

'b. menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan

' Langkah-langkah Teknis

1. Wajib Pajak mengirimkan Surat Penga]uan Pengurangan Pa]ak yang
- dilampiri dengan-dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan
_salinan SKPD kepada Fungsi Pelayanan. ,

2. Fungsi Pe!»ayan'an -menerima’ dokumen . pengajuan pengurangan
Pajak. ) '

3. :Fungsi Pelayanan sebagalmana dlmaksud angka 2 memberikan
.Tanda Terima Pengajuan Pengurangan Pajak kepada Wajlb Pajak.

4. Fungsi Peléyanan. mengarsip dokumen pengajuan pengurangan.

°



o

: Berdasar}<an .dokumen sebégaximana dﬁnaksud angka 4, Fungsi
~ Pelayanan” mengajukan permintaan data kepada Fungsi Data dan

++ " Informasi terkait'. objek.pajak de'ngan meny'_/iapkan Formulir Pengajuan

Data.

. Fungsi Pelayanan sebagaimana angka . 5, mengirimkan Formulir
. Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data dan Informasn
Fungsi Pengolahan Data dan lnformasu setelah menerima Formulir
- . Pengajuan; Data sebagalmana angka 8, selanjutnya menarlk data
" terkait Objek Pajak dari Database Objek Pa]ak

. Fungsi Pengolahan' Data dan lnformasu mengisikan Formuhr
Pengajuan Data dengan data terkait Objek Pajak

_Fungsi Pengolahan Data. dan Informasu mengirimkan Formulir
. Pengajuan Data vang telah terisi kepada Fungsi Pelayanan.

10 Fungsn Pelayanan menelaah dan memenksa penga;uan pengurangan

Pajak berdasarkan data objek pajak yang telah diterima, selanjutnya
pemerlksaan dilakukan atas, kesesualan antara pengajuan yang
dlajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Bupati ini:

11, Fungm Pelayanan menylapken Berita Acara Pemeriksaan dan Surat -

Penolakan Pengajuan Pengurangan Pajak (apabila dltolak) atau,
- Surat Keputusan Pengurangan Pajak: (apablla dxse’fulm)

1z Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemermsaan

' 13 Fun93| Pelayanan mengmml\an Surat Penolakan_ Pengajuan

Pengurangan Pajak (apabila dntolak) atau' Surat Keputhsan
Pengurangan Pajak (apablla dlsetu;un) kepada Wa)nb Pajak ~

14 Wajib- Pajak menerlma surat ketetapan Paj.;k dan melakukan

pembayaran sesual dengan Tata Cara pembayaran Pajak

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIA\I PERMOHONAN

PENGURANGAN ‘ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SKPD ATAU.
STPD PAJAK. YANG TIDAK BENAR '

"1." Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajrb Pajak dapat :
: a. mengurangkan atau menghapuskan ‘sanksi ddmmlstra‘af berupa

bunga denda dan kenaikan pajak yahg terutang menurut

peraturan perundang -undangan perpajakan daerah dalam hal



sanksi tersebut dikenakan karena kekhnlafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya

b. mengur.angkan atau membata.lkan SKPD, : atau STPD, atau
SKPDLB yang tidak benar; ‘.

c. membatalkan hasil pemenksaan atau ketetapan pajak yang
'dllaksc.nakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dar

d. mengurangkan ketetapan  pajak terutang berdasarkan

pertlmbangan kemampuan membayar Waij Pajak atau kondisi
tertentu objek pajak. :
. Untuk ,men'dukung permohonan beng(xrangan fafau penghapusan
sanksi édministrasi bermohonan dimaksud dilar'n.fpiri'dehgan :
‘otokopi. |dent|tas Wiajib Pajak dan fotokopn |dent|tas kuasa Wajib
" Pajak dalam hal dlkuasakan

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi
administrasi dikenakan karena kekhllafan Waijib Pajak atau bukan
karena kesalahian Wajib Pajak;

. ¢. dokumen pendukung lainnya. :

. Untuk mendukung permohonan pengurangan SKPD, SKPDLB, atau.

STPD permohonan dimaksud dilampiri dengan

" a. fotokopl identitas Wajlb Pajak dan fotokopl identitas kuasa Wajlb
Pajak dalam hal dlkuaeakdn

©ob! dokumran pendukung yang: dapat menunjukkan bahwa SKPD,

SKPDLB atau STPD tersebut tldak benar
2 dokumen pendukung Iaunnya

~

. Permohonan V\/ajlb Pajak sebagalmdna dimaksud dalam angka 1
! diajukan kepada Bupatl dan dusampalkan melalm Kepala DPPKAD :

'+ a. secara Iangsung atau ,
. b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
Atas penya'mp:aian permohonan WajibtPéjak sebagaimana dimaksud
arigf<a4 huruf a diberikan tanda bukti pen;‘erimaan surat.
. Bukti peﬁgi’riman' surat sebagairﬁana dimaksud angka 4 huruf b
. marupakan:bukti penerimaan surat pe'rmozhonah Wajib Pajak.
. Bupati »,membeﬁkan keputusan” atas permohbnan Wajib Pajak
.. sebagaimana dimaksud angk‘é 1 berdasarkan. hasil penelitian di



" kantor, dan apabila dlperlukan dapat dllanjutkan dengan penelman di

lapangan

\ Penehtlan seba‘gaim'ana dimaksu’d angka 7 dilakukan berdasarkan
- surat tugas dan hasilnya dltuangkan dalam laporan hasil penelitian.
." Dalam hal dltakukan penelitian di lapangan, pejabat serendah-
' rendahnya setingkat Eselon 1l terlebik dahulu memberitahukan
" .secara tertulis waktu pelaksanaan penelman dn lapangan kepada
. Waijib Pajak atau kuasanya.

. Bupati dalam jangka waktu pahng lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
'-buktl peneriraan. surat permohonan Waijib Pajak harus memberi
. suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak -

10. Keputusan Bupatl atas permohonan pengurangan atau penghapusan

sanksn admtmstrasn dapat berupa mengabulkan sebaglan atau

, seluruhnya atau menolak permohonan Waijib Pajak.

' 11 Keputusan Bupatn atas permohonan pengurangan SKPD SKPDLB,

" atau STPD dapat berupa mengabulkan sebagnan atau seluruhnya,
- atau menolak permohonan Waijib Pajak.

1? Keputusan Bupati ‘atas permohonan pembatalan SKPD, SKPDLB,

. ‘atau STPD. dapat berupa mengabulkan atau m-»nolak permohonan
'- Waiib Pajak

13. Apabila jangka waktu sebagaimana dumaksud angka 9 telah

terlampaun dan: Bupatu tidak memberi suatu keputusan permohonan

yang dlajukan dlanggap dlkabulkan

~

J. TATA CARA PENCAJUAN DAN PENYELESAIAN KE'F:}ERATAN PAJAK

1.

Keberatan dapat -diajukan oleh Wajlb Pajak atas suatu

- a. SKPD;
b, SKPDLS;

C. Pemotongan atau’ pemt.ngutan oleh Pihak l(etlga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan Daerah.

Keberatan. dlalukan secara fertulis kepada kepala DPPKAD dalam
" Bahasa lndonesm dengan mengemukakan yumlah pajak yang
: terutang menurut perhltungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-
; alasan yarig Jelas dan melamplrkan
- a. fotokopi SSFD;



.- b. ‘asli SKPD/SKPDLB
c fotokopi. NPWPD;
d. fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ndenﬁtas lainnya.

.. Keberatan harus dlajukan dalam jangka waktu pa.mg lama 3 (tlga)

. bulan sejak tanggal dltenmanya Surat Ketetapan oleh Wajib Pajak,
' kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
. Itu tidak dapat dipenuhi kareria keadaan di luar kefi(uasannya.

. Keberatan dapat diajqkan apabila wajib pajak telah membayar péling

- sedikit sejumlah yang telah disetujui vs}ajib pajak :

:* Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

" angka 1,-2, 3 dan 4 tidak dianggap sebagai Surat Keberatan
' sehingga tidaic . dipertirnbér_lgkan, dan Kepala DPPKAD
j memberitahukan kepada Waijib Pajak yang bersangkutan.

- Kepala DPPKAD wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-

~ hal yang-menjadi dasar pengenaan pajak apabila diminta oleh Wajib

. Pajak untuk keperluan pengajpa,n keberatan.

- Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan

pelaksanaan penagihan pajak.

- Kepala DPPKAD setelah menerima pengajuan keberatan dari Wajib

~ Pajak memberikaa tanda terima.

. Tanda Terima Surat Keberatdn yang diberikan. oleh Kepala DPPKAD

: atau tanda perglnman Surat .Keberatan melalui pos tercatat dan

g sejemsnya. merupakan tanda . "bukti penerimaan Surai. Keberatan
' tersebut bagl kepentmgan Wajip Pajak. -

10,

_,Atds pengajuan keberatan Wa]lb Pajak Kepala DPPKAD melakukan

[ pemerlksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berlta acara

' hasil pemenksaan
11,

Kepala DPPKAD atau Bupatl sesuai dengan kewenangannya harus

A membenkan keputusan atas ‘pengajuan keberatan daiam jangka

- waktu- palmg lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya

a2

13

Surat Keberataq "

Sebelum surat keputﬁsaﬁ ‘diterﬁitkan Wajub Pajak dapat

: ‘menyampdlkan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

Keputusan sebaqalmana dlmaksud angka 11 dapét berupa
a, mengabulkan seluruhnya



b. mengébulkan sebagian;
¢. menolak: atau

d. menambah besarnya jumlah pajak yang teruténg.

'14'.Apabila jangka .V\'/aktu' sebagaimana dimaksud angka 12 telah lewat

dan Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, maka

keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
15. Apabila Wajib. P_ajak' yang bersangkutan tidak sependapat dengan

- surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala DPPKAD dapat

- mengajukan peérmohonan banding hanya kepada Badan Penyelesalan

Sengketa Pajak :

K: TATA CARA PEMBETULAN N:SALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG,

| DAN/ ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN
1. Atas dasar permohonan Waiib_Pajak atau secara jabatan, pem‘bett'nlan
kesalahan tulls kesalahan hitung, danfatau kekeliruan penerapan’

Petentuan tertentu dapat dilakukan terhadap surat keputusan -atau surat
ketetapan mehpuu '

@ -..->»

D a. SES

SKPDLB{

STPD; o . 4
Sdrat Ketetapan Permberian Pengurangan Pajak:
Surat Ketetapan Pembetulan

Surat I\etetapan Keberatan

Surat Keputuean Pemberian Imbalan Bunga;

‘Surat: Keputusan Pengurangan .Sanksi Administraéi Surat

.Keputusa‘n Penghapusan Sanksu Admumstrasu Surat . Keputusan
) Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan

Ketetapan Pajak

2 Pembetulan .sebagalmana dimaksud angka 1 mellputl pembetulan atas

kesalahan atau kekehruan yang bersifat manusiawi yang tidak

b a.

mengandung p°rsengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak yaitu

kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak,
nama Wajlb Pajak, alamat Waijib Pajak, alamat Ob]ek deak nomor

surat keputtisan atau surat " ketetapan, Tahun Pajak, dan/atau
'tanggal jafuh tempo pembayaran



3.

4

b. kesalahan hitu'rig, antara Iéi'n késalahan penjumlahan, pengurangan,
perkallan Qan/atau perqbaguan suatu bilangan, dan/atau

, c. _kekelnruan penerapan ketentuan tertentu dalam Perda Pajak, antara

lain kekellruan dalam penerapan tarif, kekelnruan penerapan volume
Apenggundan -air tanah, - harga dasar air, mla| perolehan air,
"kekeliruan pengenaan Pajak, dan kekeliruan: penerapan sanksi

admumstra& .

Permohonan pembetulan hanya dapat dla]ukan oleh Wa]lb Pajak atau
kuasanya secara perseorangan .';
Permohonan pembetulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. se’nap .permohonan hanya dapat dlajukan untuk 1 (satu) surat -
‘ keputusan atau surat ketetapan | :
bi.. dlajukan secara tertulis dalam bahasa IndoneSIa disertai alasan
| yang mendukung permohonannya, - '
diajukan kepada pejabat; dan .
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib F'ajak ‘dan dalam hai

- . surat, permohonan dltandatangam oleh bukan: Wajlb Pajak harus
rdxlamplrl dengan surat kuasa.

' Tangg_al penenma.dq surat yang duadnka'n dasar"untl';k' n'ie_m‘p\‘osés‘surat

pembetu|an - tidak - dlpertirnbangkan Kepala DPPKAD

. Kepala DPPKAD harus memben

permohonan adalah : - SR
a. tanggal ‘ter'ima surat Wajib Péjak dalam hal ais‘ampaikan-secara

langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yanq datunjuk DPPKAD
atau

‘b. tanggal '-stefnpel pbs térca'tat, dalam hal ‘surat  permghonan

disampaikan melalui pos tercatat.
Permohonan pembetulan yéng tidak mehenUhi persyaratan
sebaqanmana dlmaksud angka 4 dlanggap bukan sebagai surat
permohonan seh\ngga tidak dlpertlmbangkan Dalam hal permohonan

harus
membentahukan secara tertulis kepada Waijib Pajak atau kuasanya.

keputusan atas permohonan
-pembetulan dalam jangka waktu pahng lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal surat permohonan pembetulan diterima. Apabila jangka waktu -

- tersebut telah terlampaun, tetapi Kepala DP.PKAD'tidak memberi suatu
: k,e'putusan,.,bgrm‘o-honanrpemb’etulén dianggap dikabulkan, dan Kepala



DPPKA[S wéjib 'menerbitkan surat keputusan pembetulén sesuai
dengan permohonan Waijib Pajak paling lama 1 (S;dtl.l) bulan terhitung

- sejak berakhlrnya jangka waktu 6 (enam) bulan.

Keputusan aebagalmana dlmaksud pada angka ] dapat berupa
menambahkan mengurangkan atau menghapuakan Pajak yang
terutang, - atau sank3l administrasi, memperbalkl kesalahan dan
kekeliruan Ialnnya atau menolak permohonan Wajlb ‘Pajak.

Balam hal tldak aca permot*onan oleh Wajib Pajak tetapl diketahui oleh
Kepala DPPKAD telah terjadl kesalahan tulis, kesalahan hitung,

" dan/atau kekehruan penerapan ketentuan tertentu dalam Perda Pajak

atas surat keputusan atau surat ketetapan yang dlterbltkannya Kepala

DPPKAD harus meneroltkan surat keputusan Lntuk membetulkan

kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan. o

Apabila keputusan sebagalmana dimaksud angka 6 masih terdapat'
kesalahan tulis, kesalahan hltung, dan/atau kel\ehruan penerapan
ketentuan - tertentu dalam Perda Pajak, Kepah DPPKAD dapat

melakukan pembetulan lagi, baik secara Jabagan maupun atas .
permohonan Wajlb Pajak. |

~ 10.Permohonan pembetulan sebagaimana dlmaksud pada angka 9 harus

memenuhl pprsyaratan sebagalmana dimaksud angka 4

L. PEMB'A-YARANKEMBA.LIKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

. Kelebihan pémbayafan Pajak ierjadi apabila :

Pajak yang dlbayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya
' terutang. ' .
b. Dllakukan pembayaran Pajak yang tldak seharusnya terutang.
Untuk rnemperoleh pengembalxan kelebihan pembayaran Pajak, Wajib

Pajak mengajukan permohomn secara tertulis dalam Bahasa |ndonesua

" yang jelas kepada Bupatt u.p. Kepala DPPKAD

Tanda, penenmaan “surat permohonan yang diberikan cleh pejabat'
DPPKAD vang dltunjuk untuk ‘itu atau tanda pengiriman surat

‘ permohonan melafun pos tercatat menjad) tanda bukti penenmaan surat '

permohonan

-. - : ‘



4, l(e.eblhan pembayaran Pajak yang masih tersnsa dikembalikan datam
Jangka waktu 2. (dua) bulan .apabila sudah tersedla dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan, sejak:

A dlterbrtkannya -SKPDILB Pajak hasil pemeriksaan Kepala DPPKAD
| atau . ' .
h diterimanya : c;ermohonan pengembalian kelebir;an pembayaran
 Pajak sehubﬁhgan dengan surat keputusan lain yang menyebabkan
'timbulnya- kelebihan pemba);ar'ari Pajak.

5. Kelebihan pembayaran Pajak yang masih tersisa dlkembahkan oleh -
Kepala DPPKAD atas nama Bupatl dengan menerbitkan Surat
heputusan Pengembahan Kelebihan Pembayaran (SKPKP) Pajak,

4berdasarkan SKPDLB atau surat keputusan lain yang menyebabkan
. tlmbulnya keleblhan pembayaran Pajak. .
6 Pengemballan sebagaimana dirnaksud angka 5 dilakukan dengan

'menerbltkan 'Surat Perintah Membayar Kelebihan (SPMK) Pajak

7. uPMK Pajak - dlbebankan pada mata anggaran pengembalian .
pendapatan pajak-tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran
yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
' Dalam rangka memngkatkan pelayanan kepada V\Iajlb Pajak, SKPKP .
Pajak beserta SPMK Pajak wajib disampaikan secara langsung oleh
petugas yang dltunjuk oleh Kepala DPPKAD atau melalui pos paling
'Iambat 2 (dua) han kerja sebolum jangka walftu 2 (dua) bulan
| X sebaéalmb‘ha dlmaksud dalam angka 4.

.9. SPMK Pajak dlbuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukarl sebagai
i
i benkut ' :

Lembar ke-1 untuk Wajsb Pajak yang bersangkutan
b Lembar ke—2 untuk DPPKAD yang menerbitkan SPMK Pajak.
1‘0 Kepala DPPKAD atas nama- Bupatl menerbltkdn Su.at Perintah

. Pencairan D'\na (SPZD) paling lambat 1 (bulan) han kerja sejak SPMK
Pajak dltenma '

i
)

/ 11 Kepala DPPKAD menyampankan saecumen tanda tangan pe]abat yang

‘i dlben wewehang ‘untuk menandatangam SKPKP ‘Pajak dan SPMK

' Pa|ak kepada Bank yang ditunjuk untuk menerima Pajak



dengan membawa buku catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan
oleh Pemenksa ' o

13. Dalam hal buku c,atatan dan/atau dokurnen sebagaimana dimaksud

Ly angka 12 berupa _fotokopi, ‘maka Wajib Pajak harus membuat surat

pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan
aslinya.

14.Dalam hal diperlukan peminjéman buku, catatan,” dan/atau dokumen
.

atau fotokopmya kepada Waijib Pajak diberikan bulti peminjaman yang -
o di tandatanganl 'oleh Waijib Pajak/Kuasanya dan Pemeriksa/Ketua Tim
i Pemenksa

-15.Dalam hal Wajlb Pajak tidak memenuhl panggilan sebagaimana

dlmaksud angka 11, Pemenksaan Pajak tetap dilanjutkan berdasarkan
data yang ada pada DPPKAD.
16 Dalam hal Pemenksaan Pajak dihadiri oleh Wajlb Pajak, Pemeriksa
' l'{ harus memperhhatkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajaklkartu
" tanda pengenal pegawai DPPKAD dan SP2 kepada Wa]lb Pajak.
7. Hasil Pemenl'saan Pejak dltuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
(LIHP) .
., 18.1.HP sebaga1mana dlmaksud angka 17 dlgunakan untuk pembuatan
' nota penghltungan Pajak sebagai dasar penerbitan
a. SKPDLB. apablla jumlah PaJak yang d:bayar lernyata lebih besar
. daripada Jumhh Pajak yang tefutang atau dllakukan pembayaran
Pajak yang tidak seharusnya terutang; atau
b. STPD apablla pajak yang terutang tidak atau kurang~dibayar,
. terdapat . kekurangan pembayaran sebagai akubat salah tulis
~dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi admlmstrasn berupa
R denda dan/atau bunga; atau- _ .
c. Surat Keputuean Keberatan, dalam hal Pemeﬁksaan Pajak yang
dilakukan' merupakan baglan dan proses penyelesatan keberatan
'- Wajib Pajak.
- 19 Dalam hal Pemenksaan Pajak dllakukan hanya dengan Pemerlksaan
| - Kantor, Jangka waktu Pemenksaan adalah palmg lama 2 (dua) bulan
- yang dihitung sejak tanggal SP2 sampai dengan tanggal LHP.
20. Dalam hal Pemeriksaan Pa;ak ditakukan dengan Pemer|k°aan Kantor
dan dnlanjutkan dengan Pemerlksaan Lapangan. jangka waktu



s Pemenksaan dlperpanjang menjadl paling lama 4 (empat) bulan. yang
S ~ dihitung sejak targgal SP2 sampai dengan tanggal LHP.
- 21 Pemeriksaan Pajak diselesaikan dengan memperhatlkan jatuh tempo

pemberlan keputusan atas permohonan pengemballan kelebihan
pembayaran Pajak atau keberatan Pajak. '

NS PENAGIHAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN
o 1. Kepala DPF’KAD atas naina Bupati ‘'menerbitkan Su'at Paksa setelah
: lewat 21 - (dua puluh satu) han sejak tanggal Surat Teguran, Surat

. Penngatan dan surailain yang sejenis
2. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD STPD Surat keputusan
' Pembetulan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang

tidak atau: kurang dlbayar oleh. Wapb Pajak pada waktunya dapat ditagih
dengan Surat Paksa ' e

3. ,Apablla Pajak yang harus d|bayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2

'(dua) kali 24 (dua puluh empat) Jam sesudah tanggal pemberitahuan .-

Surat Paksa dltenma Wajib Pajak Kepala DPPKAD atas nama Bupati
segera menerbltkan Surat Perlntah Melaksanakan Penyltaan

Setelah lewat 10 (sepuluh) han sejak tanggal: pelaksanaan, Surat

.Perintah Melaksanakan Penyltaan Wajlb Pajak belum juga melunasi

- - Utang Pajak Kepala DPPKAD . atas nama Bupati mengajukan

- permmtaan pene‘gpan tanggal pelelangan kepada“ Kantor Lelang .

Negara..

i O. PE'NGURAN AN KFRINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
) 1. 'Wajib Pajak dengan alasan tertentu dapat mengajukan kennganan dan
-'pembebasan- Pajak : : '
2, E.Kepala DPPKAD atas nama Bupa'n berdasarkan permohonan Wajib
.Pajak dapat umbenkan kermganan dan pembebasan Pajak.
1" 3. Keringanan paja.< dapat diberikan maksimal 3 ftiga) kall angsuran
e | 'dalam 2 (dua) bulan. tanpa ‘denda terhadap Wajlb pajak prlbadl atau
! o .badan yang mengglamt kepailitan dalam usahanya

4. 'Pembebasan pajak dapat diberikan terhadap Wajlb pajak atau badan

yang sejenls

:

yang mengalamu bencana alam, krisis ekonorm dan bencana lainnya



. Tatacara pemberian keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana
dimaksud pada angka 1, wajib pajak atau kuasanya atai ahli warisnya
mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
~ dengan disertai alasan-alasan yang Jelas dan buktl-buktl yang akurat
kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD.

. Petugas DPPKAD mencatat Surat Pengajuan Permohonan
.sebagalmana d:maksud angka 5 yang diserahkan oleh Wajlb Pajak

atau kuasanya atau ahli wansnya dalam Daftar Agenda Pengajuan
Surat Permohonan.

. Kepala DPPKAD atas nama Bupati setelah menerima Surat Pengajuan

Permohonan dalam wakty 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan

harus memberikan keputusan yang dapat berupa menenma"‘

seluruhnya atau sebaglan dan menolak atas permohonan

. Apabila Kepala DPPKAD atas nama Bupatn dalam waktu 3 (tiga) bulan
' sebagalmana dlmaksud angka 7 tidak membenkan Keputusan, maka

- Surat Pengajuan Permohonan tersebut dlanggap diterima.

Dr.Hj. RINA IRIANI SRI -? TNANlNGSIH‘M Hum.



B. FORMAT SSPD

'PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR _
'DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

* SSPD

| DAN ASET DAERAH : : . T
i ; Al - ERAH
Ji: K.H. WachidHasyim No. 2 Telp (0271) 495066 (SUR"T";thﬁTORAN. PAJAK DAERAH)
1 Fax. (0271) 6491366 Karanganyar 67713 P A
Néma .........................................
" Alamat TN
NPWPD - LI T T1
Menyetorberdasarkan *) :" [ sKPD . 4 STPD [ Lain-lain -
T O skppT .~ [OJspPTPD
".' . [ SKPDKB .- _ [ SK Pembetulan
' (J skpDXBT . (O sk Keberatar
U MasaPajak : verensines '- Tahun: .......... No.Urut: ......... '
No Ayat JenisPajak Daerah Julrlh)ah
, SR P
k | '
: ) JumlahSetoranPaja.k
Dénganhuruf * ,
' )
] ~
. Rqa@guntuchréan . Diterimaolen, . s oo Tahun ...
N Kas Register/T andaTangan . PetugasTernpatPembayaran
: Petuga§Pcnedm§ , Penyetor
. Tanggal
.j‘allda'l‘unganu
i | ' NalnﬁTei'ang e, )
i 'l
H
'
‘ ! ! )
| i
\
'O




FORMAT STPD

'EMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR | STPD
)INAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN : N - No. Urut
(EUANGAN DAN ASET DAERAH | (Surat Tagihan Pajak Daerah) (TT T 1T
. KH. Wachid Hasyim No. 2 Telp. (0271) 495066 |-MasaPajak : ... _

ax (0271) 6491366 Karanganyar 57713 ‘ Tahun .

lama B
Alafmat - e

NPWED OO T o

Tgngtuh Tempo

........................................................

.......................................................

Berdasarkan Peraturan Daerah Rabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2
dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Ayat Pajak T TTIT -
. Nama Pajak - :

010 telah dilakukan penelitian

.......................................................

., Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas,

penghitimgan jumlah yang masih harus dibayar
‘adalah sebagai berikut : "

1. Pajak yang kurang dibayar Rp

2. Sanksi Administrasi

~ a. Bunga ' " Rp

'b. Denda T Rp.

3. ~-Jumlahyangmasihharusdi_bayar (1+2) . Rp
enganHuruf : :
ERHATIAN ' |

Hararp penyetoran dilakukan melalui BKP atay Kas Daerah (Bank ................. ) dengan menggunakan

. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) »

\\
Apabila STPD ini diterima dikenakan'sanksi administrasi berupa bungd sebesar 2% per bulan.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daenjah KabupatenKaranganyar

NIP.

R ; GuntingDisini
L : . .

..........................
................................................
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